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=Pendapatan negara

= Penerimaan perpajakan

« Penerimaan negara bukan pajak
= Belanja negara

e Belanja pemerintah pusat

= Transfer ke daerah dan dana desa
=% surplus/(defisit) terhadap PDB

= Pembiayaan anggaran

= Inflasi (%)
= Nilai tukar (Rp/US$)
= Harga minyak (US$/barel)

RAPBN-P 2016 (rp triliun)

= Lifting Minyak (ribu barel/hari)
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Untuk pertama kalinya
transfer ke daerah
lebih besar daripada
belanja K/L.

NURIMAN JAYABUANA .
EMERINTAH mengajukan
perubahan atas APBN 2016
kepada parlemen. Berbagai
asumsi makro, target pene-

rimaan, dan belanja direvisi turun.

Sejumlah asumsi makro yang ditu-

runkan, antara lain inflasi, nilai

tukar, harga minyak Indonesia,
dan target produksi (lifting) migas.

“Sementara ity target perrambuharn

ekonomi dan suku bunga SBN tetap
dipertahankan.

“Tentu saja-ada dampak fiskal
akibat dari perubahan asumsi da-
sar itu. Baik dari segi pendapatan
maupun belanja,” ujar Menteri
Keuangan Bambang Brodjonegoro
saat rapat dengan Badan Anggaran
DPR di Jakarta, kemarin.

Pemerintah memangkas tar-
get penerimaan negara menjadi
Rp1.734,5 triliun. Bambang meng-
ungkapkan porsi penurunan terbe-
sar ditujukan penerimaan negara

bukan pajak (PNBP) yang dipang-
kas Rp68 triliun. “Di satu sisi kami
lihat ada potensi shortfall besar
di pajak, dan kami juga kurangi
PNBP,” kata dia. Adapun target pe-
nerimaan perpajakan diturunkan
menjadi Rp1.527,1 triliun.

Di sisi lain, belanja pemerin-
tah juga ikut menciut menjadi
Rp2.047,8 triliun. “Belanja die-
fisiensikan, tapi belanja ke daerah
lebih besar. Untuk pertama kalinya
transfer ke daerah lebih besar dari-
pada belanja K/L (kementerian dan
lembaga),” papar Bambang.

Estimasi penerimaan dan belanja
yang lebih rendah tak terlepas dari
perubahan asumsi untuk harga

dan lifting minyak. Berdasar kalku-
lasi pemerintah, akan ada dampak
berupa penurunan pajak penghasil-
an (PPh) migas Rp17,1 triliun dan
PNBP migas Rp50,2 triliun.

Meski belanja dan penerimaan
sama-sama menyusut, defisit APBN
diproyeksikan melebar menjadi
2,48% dari produk domestrik
bruto. Defisit akan dipenuhi dari
peningkatan utang yang mencapai
Rp40 triliun lebih. “Pembiayaan
anggaran akan memanfaatkan
sebagian dari sisa anggaran lebih,

dan termasuk menambah penerbit-
an SBN (surat berharga negara).”

Dalam rapat serupa, Deputi
Gubernur Bank Indonesia Perry
‘Warjiyo mengungkapkan pertum-
buhan ekonomi masih berpeluang
mencapai ekspektasi awal, 5,3%.
Sementara itu, pergerakan kurs
rupiah selama 2016 ia perkirakan
relatif stabil pada kisaran 13.500-
13.800 per dolar AS.

Ketua Badan Anggaran DPR
Kahar Muzakir mengungkapkan
pihaknya akan mengagendakan
pembentukan panja untuk memba-
has RAPBN-P 2016, pekan depan.

Dipertanyakan
- Prrlainthal; Menteri Keuangan
mempertanyakan kebijakan lem-
baga Standard & Poor’s (S&P)
Global Ratings yang kembali mem-
pertahankan rating Indonesia di
BB+/positive, satu level di bawah
investment grade. Padahal, lem-
baga pemeringkat lain, Fitch dan
Moody’s, telah menyematkan in-
vestment grade bagi Indonesia.
Basis penilaian S&P itu, antara
lain rasio utang Indonesia masih di-
anggap tinggi, akan mencapai 25%
dari PDB di 2016, dan kinerja fiskal
yang belum membaik. PDB per ka-

pita yang masih di kisaran US$3.6
juga dinilai masih rendah.
“Alasan mereka rasio utang ste
dar negara yang dapat investme
grade itu banyak yang debt to Gi
ratio-nya di atas kita. Defisitnya ja
di atas kita. Makanya saya memp
tanyakan S&P,” ujar Bambang
Dalam kesempatan terpise
Menko Perekonomian Darmin !
sution beranggapan S&P cenderu
menunggu terobosan pemerint:
“Saya percaya mereka ingin mu«
hat apa yang akan dilakukan Inc
nesia, termasuk bagaimana ha
tax amnesty dan implikasinya.”
Kepala Badan Koordinasi Pei
naman Modal Franky Sibaranin
nilai-afirmasi rating dari S&P.tei
bermakna positif dalam konc
perekonomian dewasa ini.
Sovereign country rating d
lembaga pemeringkat acap dia
gap investor menggambark
risiko investasi di negara terk
baik lewat obligasi negara maug
pinjaman. Semakin tinggi rat
yang dimiliki, biaya bunga ye
perlu dibayarkan kembali oleh
merintah ke investor akan sema
rendah. (Arv/Dro/Ire/E-2)
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